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DENGAI\T RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

| WALI KOTA SERANG,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 104
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencan

a Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Serang Tahun 2025;

1.

2.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182); :
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nofmor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4748);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan .....
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S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Pelmjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Mje:nengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

6. Peiraturan Wali Kota Serang Nomor 16 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang
Tghun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Serang Tahun
2923 Nomor 293);

|
' MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA

PEMER;INTAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025.
|
| BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

AL

10.

Daerah adalah Kota Serang.

Pemerintah Daerah  adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan. Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan | prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Wali Kota adalah Wali Kota Serang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan
perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan |[Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah tahun
2024-2026.. |
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Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat |Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periodwe S (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahuh.

i BAB 11
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
! Pasal 2
Pemerintah Daerah menetapkan RKPD Tahun 2025,
RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan
tanggal 31 Desember |2025. -
RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki materi
muatan meliputi: |
a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
b.  prioritas pembangunan Daerah; dan
C. rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.
RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk:
a. menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar
wilayah dan antar sektor pembangunan; dan
b. mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan
Daerah. -

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki
sistematika yang terdiri atas:

bab I pendahulua’m;

bab II gambaran umum kondisi Daerah;

bab III kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah;

bab VI kinerja pe{;yelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

g. bab VII penutup. |

Sistematika RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

‘ Pasal 4

Mo a0 op

RKPD Tahun 2025 sebagéim&na dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman
dalam penyusunan: _

a.
b.
c.

(1)
(2)

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025;
kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara; dan
rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran

2025.

‘ Pasal 5
Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RKPD

Tahun 2025. .
Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan kepada Wali Kota.

BABIII .....
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulaij berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan pene

mpatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Juli 2024

YEDI RAHMAY

Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

7
ANANG SAEFUL

IN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024 NOMOR 365




